A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KODE KLASIFIKASI AKSES DASAR
JENIS ARSIP
No KIIIQ‘SSIIF KEAMANAN HAK AKSES PUBLIK | PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
VIII URUSAN PERINDUSTRIAN
A. Kebijakan
Apabila diketahui
Kebijakan dibidang Pendustrian meliputi : Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh‘k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
2. Penyiapan kebijakan
3. Perumusan dan penyusunan bahan
4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
5. Penetapan dalam bentuk NSPK
B. Iklim Usaha dan Kerjasama
Apabila diketahui
1. Industri Manufaktur Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh'k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Material Logam
b. Industri Kimia Dasar
c. Industri Kimia Hilir
d. Industri Tekstil dan Aneka
Apabila diketahui
. . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
2. Industri Agro Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
c. Industri Minuman dan Tembakau
Apabila diketahui
. . - . . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
3. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri, Maritim, Kerdigantaran, dan Alat Pertanahan
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Apabila diketahui
4. Industri Kecil dan Menengah Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh‘k tidak Unit PengOIah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan
b. Industri Kerajinan dan Sandang
c. Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika
C. Promosi Industri
Apabila diketahui
1. Industri Manufaktur Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh publ%k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Material Dasar Logam
b. Industri Kimia Dasar
c. Industri Kimia Hilir
d. Industri Tekstil dan Aneka
Apabila diketahui
. . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
2. Industri Agro Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
c. Industri Minuman dan Tembakau
Apabila diketahui
. . - . . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
3. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri, Maritim dan Alat Pertanahan
Apabila diketahui
4. Industri Kecil dan Menengah Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh.k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.

a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan
Industri Kerajinan dan Sandang
c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika
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D. Standarisasi dan Teknologi
Apabila diketahui
1. Industri Manufaktur Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh.k tidak Unit PengOIah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Material Logam
b. Industri Kimia Dasar
c. Industri Kimia Hilir
d. Industri Tekstil dan Aneka
Apabila diketahui
. . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
2. Industri Agro Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
c. Industri Minuman dan Tembakau
Apabila diketahui
. . e . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
3. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri, Maritim dan Alat Pertanahan
Apabila diketahui
4. Industri Kecil dan Menengah Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh.k tidak Unit PengOIah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan
b. Industri Kerajinan dan Sandang
E. Hak dan Kekayaan Intelektual
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Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
1. Industri Manufaktur Terbatas . pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
a. Industri Material Logam
b. Industri Kimia Dasar
c. Industri Kimia Hilir
d. Industri Tekstil dan Aneka
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
2. Industri Agro Terbatas  pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
c. Industri Minuman dan Tembakau
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
. . - . pengawas mengakibatkan Unit Pengolah
3. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Terbatas internal dan tertutup terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
a. Industri, Maritim dan Alat Pertanahan
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Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
4. Industri Kecil dan Menengah Terbatas . pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
a. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan
b. Industri Kerajinan dan Sandang
c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika
F. Industri Hijau
Apabila diketahui
1. Industri Manufaktur Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh‘k tidak Unit PengOIah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Material Logam
b. Industri Kimia Dasar
c. Industri Kimia Hilir
d. Industri Tekstil dan Aneka
Apabila diketahui
2. Industri Agro Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh.k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
c. Industri Minuman dan Tembakau
Apabila diketahui
. . - . . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
3. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri, Maritim dan Alat Pertanahan
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Apabila diketahui
4. Industri Kecil dan Menengah Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh‘k tidak Unit PengOIah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan
b. Industri Kerajinan dan Sandang
c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika
G. Analisis Industri Unggulan
Apabila diketahui
. . . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
Kerjasama Industri Unggulan Kabupaten Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
Apabila diketahui
H. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh.k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
Apabila diketahui
I Pengembangan Infrastruktur Pendukung Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh‘k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
Apabila diketahui
J. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh publ%k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
K. Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
Apabila diketahui
1. Kebijakan Industri Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh.k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.

a. Kebijakan Sektoral
b. Kebijakan Kewilayahan
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Apabila diketahui
2. Perpajakan dan Tarif Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh‘k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
Apabila diketahui
3. Pemrograman Model Industrial Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh.k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Pemrograman Model
b. Aplikasi Model
L. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
Apabila diketahui
1. Industri Hijau Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh‘k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
a. Pengembangan Industri Hijau
b. Kerja sama Industri Hijau
Apabila diketahui
. . . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
2. Lingkungan Hidup Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
a. Lingkungan Global
b. Pengendalian Lingkungan Hidup
Apabila diketahui
. . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
3. Energi Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.

a. Konservasi Energi
b. Diversifikasi Energi
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Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
M. Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual Terbatas  pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
1. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
2. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
3. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
a. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
b. Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
N. Laporan Statistik Perindustrian Terbatas . pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait

eksternal serta
penegak hukum

pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
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